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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALIGINTUNG,

Menimbang - a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan
dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat
sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang
penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan
pembangunan kalurahan, pembinan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana
Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk Tahun
2024,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP
Kalurahan) Tahun 2024,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-Dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah
Istimewa Jogjakarta vang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta;

. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah scbagaimana terakhir telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015;

5. Peratursan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa;
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9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pemenntah Desa,

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2
Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa;

14, Peraturan Kalurahan Kaligintung Nomor 3 Tahun 2022
tentang RPJM Kalurahan Periode 2022-2027,

15. Peraturan Desa Kaligintung Nomor 5 tahun 2019
tentang SOTK Kalurahan Kaligintung,

16. Peraturan Desa Kaligintung Nomor 7 tahun 2019
tentang Kewenangan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALIGINTUNG
dan
LURAH

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KALIGINTUNG TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP
KALURAHAN) TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kalurahan adalah Kalurahan Kaligintung

Pemerintahan  Kalurahan  adalah  penyclenggaraan — urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan yvang selanjutnya disingkat BPK
adalah BPK Kaligintung.

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK
adalah lembaga yang dibentuk olch masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam
memberdayakan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, sclanjutnya discbut APB
Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
kalurahan.

Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan
meliputi  kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan
Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurashan, Pembinaan




Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat
Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat Kalurahan.

8. Musyawarah Kalurahan yang sclanjutnya disingkat MUSKAL adalah
musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal
vang bersifat strategis.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya
disinpkat MUSRENBANGDKAL adalah musyawarah antara BPK,
Pemnerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat vang disclenggarakan
oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program,
kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh
APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBKal.

10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.

|1, Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kescjahteraan masyarakat
Kalurahan.

12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan
BPK dan unsur masyvarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan kalurahan.

13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu  sistem pengelolaan
pembangunan di Kalurahan dan kawasan kalurahan vang
dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan, dan  kegolongroyvongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penectapan kebyakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan CEEnsi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.

15, Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan
pengumpulan data mengenai keadaan obyektil masyarakat, masalah,
potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara
jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakatl Kalurahan.

16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana,
kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi
kalurahan.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, aselanjutnya
disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencansa Kegiatan Pembangunan
Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

18 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disinghkat RKP
Kalurahan, adalah penjabaran dan RPJM Kalurahan untuk jangka
waktu 1 {satu) tahun.

19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP
adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP
Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan
Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme
perencanaan pembangunan Daerah.




20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

21.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indilkatif
untuk mewujudkan visi dan misi ;

23, Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tajuan.

BAB I
REP KALURAHAN
Pasal 2

(1) REP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM
Kalurahan.

(2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk
Tahun 2024. .

(3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang
dan kegiatan yang menjadi prioritas;

(4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui
MUSRENBANGKAL.

Pasal 3
RKP Kalurahan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam

Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4
RKP Kalurahan schagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan
pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku
kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan
dalam APB Kalurahan.

BAB 111

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kalurahan.
(2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Kalurahan Kaligintung.

apkan di Kaligintung
drigin] 5 Oktober 2023
AHARRLIGINTUNG,

LEMBARAN KALURAHAN KALIGINTUNG KAPANEWON TEMON EABUPATEN
KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2023




LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN HALIGINTUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan atau disingkat RKP Kalurahan
adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJIM Kalurahan
vang menjadi bagian dari REKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satua)
tahun vang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme percncanaan pembangunan
daerah.

RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan sesuai dengan
informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu
indikatif Kalurahan dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah
provinsl, dan pemenntah daerah kabupaten /kota.

REP Kalurahan disusun sebagai evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan
tahun sebelumnya, berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran
Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan, prioritas program, kegiatan, dan
anggaran Kalurahan yvang dikelola melalui kerja sama antar-Kalurahan dan
pihak ketiga, serta rencana program, kegiatan, dan anggaran Kalurahan
yvang dikelola oleh Kalurahan sebagal kewenangan penugasan dari
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemenntah daerah
kabupaten/kota. Sedangkan pelaksana kegiatan Kalurahan terdiri atas
unsur perangkat Kalurahan danfatau unsur masyarakat Kalurahan.



B. LANDASAN HUEKUM

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kaligintung
didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1

()|

10.

11,

12.

13.

16,

17.

18,

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta:

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

scbhagrimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015;

. Peraturan Mentenn Dalam Negen Nomor 114 tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa;

.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang

Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa,

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Proge Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Penetapan Kalurahan;

Peraturan Daecrah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Keuangan Kalurahan;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa;

. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman

Tata Naskah Dinas pemerintah Kalurahan;

Peraturan Desa Kaligintung Nomor 5 tahun 2019 tentang SOTK
Kalurahan Kaligintung;

Peraturan Desa Kaligintung Nomor 7 tahun 2019 tentang Kewenangan
Desa;

Peraturan Kalurahan Kaligintung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMEalurahan) Periode
Tahun 2022-2027.



C.

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan disusunnya RKP Kalurahan Kaligintung Tahun Anggaran 2024 ini

antara lain:

D.

1.

Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan (APBKal),

Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan
pembangunan kalurahan dalam 1 tahun,

Menciptakan rasa memiliki dan tanggungiawab bersama terhadap
program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun,

Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan
tahunan,

Scbagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan
Kalurahan,

Memastikan bahwa dana kalurahan yang direncanakan dan digunakan
bermanfaat untuk pembagunan kalurahan.

PROSES PENYUSUNAN
Penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan melalui musyawarah
Kalurahan;
Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan musyawarah
Kalurahan dalam rangka penyvusunan rencana pembangunan Kalurahan,
Pemerintah Kalurahan memfasilitasi penyelenggaraan Muskal dengan
mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Muskal
dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi dan
administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Muskal. Lurah
bertanggungjawab dalam proses fasilitasi pelaksanaan Muskal.
Pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan
Adapun Tim yang penyusun RKP Kalurahan terdiri dan seluruh perangkat
kalurahan Kaligintung ditambah anggota LPMD Kalurahan Kaligintung.
Pencermatan  pagu  indikatif Kalurahan dan  penyelarasan
program/ Kegiatan masuk ke Kalurahan

. Penyusunan REKP Kalurahan melalui musyawarah perencanaan

pembangunan Kalurahan;
Penyusunan rancangan RKP Kalurahan

6. Pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan

Penetapan REP Kalurahan



E. SISTEMATIEKA PENULISAN
PENDAHULUAN

BAB |

BAB 11

BAB [l

BAB [V

BAB V

moOme

Latar Belakang

Dasar Hukum
Tujuan dan Manflaat
Proses Penvusunan
Sistematika Penulisan

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

moowWs

= A

B.

Visi-Misi Lurah

Profil Kalurahan

Kebijjakan Pendapatan Kalurahan
Kebijakan Belanja Kalurahan
Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

UMUSAN PRIORITAS MASALAH

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan

ARAH KEBLIAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A.

D.

Prioritas Program, Kegatan dan Anggaran Kalurahan

vang dikelola oleh Kalurahan

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul

2. Berdasarkan  Kewenangan Lokal Skala
Kalurahan

Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan

vang dikelola melalui kerjasama antar kalurahan dan

pihak ketiga

Rencana Program, kegiatan dan anggaran kalurahan

yang dikelola kalurahan sebagesi kewenangan

penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemenntah Dacrah Kab/Kota

Pelaksana Kegiatan Kalurahan

PENUTUP



BAB I1
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. VISI-MISI LURAH

1. Visi
Pelaksanaan pembangunan Kalurahan Kaligintung berdasarkan pada
konsep :
* Bersama-sama menjadikan Kaligintung yang mandiri dengan
memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam.”

2. Misi
Menjadikan Kalurahan Kaligintung bisa menjadi barometer kompetitif
bagi wilayah sekitar dengan memberikan layanan dan kebersamaan
masyarakal dalam kemandirian. Berdasarkan seluruh potensi yang
dimiliki Kalurahan Kaligintung, harapannya kemandirian akan tercipta
dalam berbagai bidang dan dapat bersaing bahkan menjadi contoh bagi
Kalurahan lainnva.

A. PROFIL KALURAHAN

A, Keadaaan Umum Pemerintah Kalurahan
1. Luas Wilayah : 226,270 Ha
Terdir atas
- Pemukiman : 100,2070 Ha
- Tanah Sawah Teririgasi : 59.6450 Ha
Tanah Sawah Tadah Hujan : 17.7225 Ha

2. Jumlah Penduduk : 1722

Terdiri atas
- Laki-laki 1 B45
-  Perempuan : 877
Jumlah Kepala Keluarga : 350 KK
3. Batas Wilayah
- Sebelah Utara : Kalurahan Hargomulyo
- Sebelah Timur : Kalurahan Kulur, Kedundang, Demen
- Sebelah Selatan : Kalurahan Kalidengen

= Sebelah Barat : Kalurahan Temon Wetan




4, Data-data lain
a. Luas Wilavah Per pedukuhan

No Pedukuhan Luas (Ha)
1 | Balong 31.0200
2 | Girigondo 27.3525
3 | Siwates 41,3251
"4 | Kaligintung Lor — 63.0700
' 5 | Kaligintung Kidul 64,4125

b. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur

Kurang darn 15 tahun 307 org
Lebih 15 tahun — 56 tahun 1025 org
Lelah dan 56 tahun 390 org

¢. Jumlah Penduduk menurut Agama

No Agama Jumlah Penduduk
] Islam ' ' 1693

2 Kristen I| 23

3 Katholik | 3

B. KEBIJAKAN PENDAPATAN KALURAHAN

Pendapatan Kalurahan Kaligintung bersumber dan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) terdin atas jenis);

-

Hasil usaha;

Hasil asel;

Swadava, partisipasi dan Gotong royong; dan
Lain-lain pendapatan asli kalurahan,

b. Pendapatan Transfer;

Dana Kalurahan;

Bagi Hasil Pajak Daerah;
Bagi Hasil Retribusi Daerah;
Alokasi Dana Desa (ADD);




- Bantuan Keu dangan dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
¢. Pendapatan lain-lain
- Hibah dari pihak ketiga vang tidak mengkat;
-  Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- Hasil tanah kas kalurahan (tanah yang asal mulanya diperoleh dari
hak anggaduh);
- Hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bantuan perusahaan yang berdomisili di Kalurahan; dan
- Lain-lain pendapatan Kalorahan yang sah.

Bahwa penggunaan dana untuk diarahkan pada kegiatan yang
menunjang kegiatan perekonomian dan  mengurangi  kemiskinan
masyarakat serta dapat mendukung kegiatan padat karya sehingga dapat
menverap tenaga kerja dengan kegiatan ekonomi produktfl dan akan
memberikan nilai tambah bagi perekonomian warga .

C. KEBIJAKAN BELANJA EALURAIIAN

Kebijakan pengelolaan belanja kalurahan terdiri dari belanja untuk 4
bidang, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Bidang
Pembangunan Kalurahan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Kalurahan dan Bidang Pemberdayaan Masvarakat Kalurahan.

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Program kerja di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

diarahkan kepada peningkatan kualitas dan kelancaran pelayanan

masyarakat di bidang administrasi dan peningkatan disiplin serta

perubahan sikap mental aparat Pemerintah Kalurahan dan warga

masyarakat sesuai dengan semangat reformasi dan  kebijakan

pembangunan nasional kita.

Usaha-usaha ini ditunjang oleh kegiatan antara lain :

a. Penataan kelembagaan pemerintah kalurahan

b. Peningkatan koordinasi antar aparatur

c. Pemberdayaan aparatur pemerintah dan organisasi kemasyarakatan
kalurahan

d. Peningkatan pelayanan publik dengan pelayanan yang bersih, cepat,
dan efektif

e. Penyuluhan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat

f  Peningkatan kinerja dan kedisiplinan aparat pemerintah kahirahoan



BIDANG PEMBANGUNAN KALURAHAN

Program kerja di bidang pembangunan dititikberatkan pada bidang
pertanian terutama untuk mendukung peningkatan ckonomi warga,
tersedianya pangan,sandang, papan, pendidikan, keschatan yang cukup
memadai serta kemampuan daya beli masyarakat. Tujuan tersebut
didukung oleh peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pemerintahan, perhubungan, pendidikan, kesehatan, keagamaan,
produksi pertanian maupun penataan lingkungan, guna menunjang gairah
pertumbuhan ckonomi rakyat.

Usaha-usaha ini didukung oleh kegiatan antara lain :

a. Peningkatan produksi pertanian dengan cara perbaikan dan
penambahan sarana prasarana pendukung pertanian

b, Pembangunan fasilitas untuk meningkatkan mobilitas masyarakat.

¢. Pembangunan produksi Perusahaan air minum kalurahan untuk
meningkatkan kesejahteraan

d. Pembangunan sarana prasarana Ketahanan Pangan masyarakat.

c. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, sanitasi pemukiman, pekerjaan
umum dan penataan ruang, Kawasan permukiman, kehutanan dan
lingkungan hidup, perhubungan komunikasi-informatika, dan

pariwisata.

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KALURAHAN

Program kerja di bidang pembinaan kemasyarakatan diarahkan guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pembinaan
mental spiritual, pelaksanaan pendidikan formal/non formal, sosial
budaya, penangan kependudukan keluarga berencana dan keschatan serta
kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kepedulian sosial,

Usaha-usaha lain vang didukung dengan kegiatan antara lain :

a., Peningkatan pelayanan keschatan masyarakai

Peningkatan pelakasanaan program kependudukan

Pemberdayaan generasi muda

Peningkatan peran perempuan

Pembinaan cara hidup bersih dan schat

B o &

Pembinaan mental spintual/ keagamaan
Peningkatan sarana prasarana ibadah

T m ooo@

Peningkatan mutu lembaga pendidikan formal/ nonformal




i.

Penyaluran dana bantuan sosial

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN

Program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat diupayakan dengan
pelatthan-pelatihan yang mendukung peningkatan ekonomi, pelestarian
budaya, dan peran aktif warga masyarakat dalam menjaga keamanan
Kalurahan. Usaha yang direncanakan ;

il

B o

Pemberdayaan lembaga dan kelompok masyarakat, seperti PKK dan
karang taruna.

Pemberdayaan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat.
Pemberdayaan kelompok tani.

Pemberdayaan petani dalam rangka menuju pertanian organik
Pelatihan bersertifikat dan berkelanjutan

Peningkatan mutu dan kualitas kader keschatan kalurahan

g. Pemberdayaan kelompok —kelompok kesemian.
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK
KALURAHAN

a., Pemberian Bantuan Langsung Tunai
b. Penanggulangan Bencana Alam dan Non-Alam

.

Penanganan Keadaan Darurat dan Mendesak Lainnya.

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KALURAHAN

Sumber Pembiayaan Kalurahan berasal dan Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran tahun sebelumnya dan hasil penjualan kekayaan kalurahan yang
berupa giro. Segala sumber pembiayaan kalurahan tersebut dipergunakan
untuk menjalankan program kegiatan tahun berjalan.




BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Fvaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun
sebelumnya

Kegiatan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2022 meliputi 5 bidang
kegiatan, yaitu:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

O i

Belanja Penanggukangan Bencana , Darurat dan Mendesak
Kalurahan

Seluruh kegiatan di 5 bidang terscbut dilaksanakan sesuai APBEal
tahun 2022,

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan

Berdasakan hasil musyawarah warga desa Kaligintung dalam rangka
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yaitu 6 tahun
kedepan, permasalahan desa Kaligintung dapat diklasifikasikan dalam 8
urusan wajib. Adapun 8 urusan wajib tersebut adalah

. pendidikan

Kesehatan

Sarana Prasarana
Lingkungan Hidup

Sosial Budaya

Koperasi

Usaha Masyvarakat
Penanggulangan bencana

® N oM s N

Dari tujuh urusan wajib tersebut , musyawarah warga desa merumuskan
harapan-harapan untuk enam tahun kedepan yang diperjelas dengan
program riil yang betul-betul mengacu pada titik permasalahan yang ada di
lapangan. Berikut ini adalah tabel scenario identifikasi permasalahan dan

pola penanggulangan ke depan :
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No Masalah Penyebab Potensi Yang Gagasan
Permasalahan @ Mendukung Eebutuhan
1 | Pendidikan
a.Sarana - Belum ada | -pemanfaat -pembangunan
Pendidikan gedung bermain | yang cukup | gedung PALID,
kurang TK Arena Yoga tinggi Gedung permainan
s -perkngkapﬂn -adanya Tk,
bermain kurang | swadaya -Pengadaan
baik itu untuk | masyarakat pelengkapan
TK Maupun | -tersedia permainan PAD,
PAUD tenaga kerja TK,
-Perlengkapan -pengadaan
belajar Perlengkapan
mengajar Untuk Belajar dan
_ TPA kurang Bermaian TPA
b.Lemahnya -PAUD -Pemanfaat -Peningkatan
kesjahteraan | kekurangan yvang cukup | kesejahteraan
e tenaga trampil, | Ungg Guru TPA, PAUD
-kurenganya -keuletan
:‘;:“E‘““ kescjahteraan | pembimbing
X gt Guru PAUD, TK, | dan guru,
TPA
2 Kesehatan
a.Sarana -lurangnya -pemanfaal -pembuatan saran
keschatan kesadaan vang cukup| MCK
yang masyarakat tingi SPAL
Ill:;::rang akan tersedia kader | -PMT untuk lansia
pentingnya keschatan dan Balita
kebersihan dan | -adanya
keschatan posyandu dan
-tingkat poslansia
kesehatan
masyarakail
rendah
-kurang
optimanya
pelayanan
medis
-balita dan lansia
rawan gizi
3 Sarana
Prasarana
a. Jalan dusun |-Jalan masih | - pemanfaat - corblok jalan
tidak berupa tanah | jalan yang )
memadai belum cukup tinggi Th ﬂﬁpﬂl jalan,
diperkeras adanya )
-ja]F*.::rlr aspal | swadaya - bangket jalan
rusak masyarakat

- perkerasan jalan

i1




-jalan rusak | -tenaga kerja
karena talut | yang banyak
yang belum
permanent
b. Drainase dan | -drainase -pemanfaat -Pembangunan
irigasi kurang pemukiman yang cukup | drainase dan irigasi
Ak [sanitasi) tinggi -Pemeliharaan
-drainase -adanya irigasi
prasarana jalan | swadaya
-drainase dan
irigasi
persawahan
Lingkungan
Hidup
Kurangnya banyak lahan |-wilayah yang |- penghijauan lahan
perhatian :ﬁm }’:]I'EI:E.E:; luas dan | kritis
masyarakat i Kalu duduk
st e Kaligintang | oo 5 | -rogram keschatan
kel X ttn!.t-_ﬂmﬂ lahan . Iingku“_ga_n
clestarian pesisir memelihara
lingkungan - SPAL
Pembangunan |-banyak lahan | Kurangnya Sertifikasi  tanah,
proyek warga vang | pengetahuan | advokasi warga,
stralegis terdampak terkait alur | pengadaan
nasional pembangunan | gministrasi | relokasi,
_ada tanah kas| Proyek pengadaan tanah
kalurahan yang kas kalurahan
terdampak kembali
proyek
Sosial Budaya
a.sarana -minimnya - pemanfaat -perlengkapan
kesenian dan | kemampuan vang cukup | olahraga
olah raga masyarakat tingg; -pembinaan
kurang kususnya -adanya kesenian local
yang 2 pemuda untuk | swadaya
memadai memenuhi masyarakat
kebutuhan
peralatan
olahrapga sendin
b.kenakalan -kurangnya -adanya -pembinaan mental
remaja sarana  untuk | dukungan dan pemuda dan
kreatifitas untuk masyarakat
remaja pembinaan
-banvaknya ramaja
wakiu luang
remaja yang

12




digunakan

n i

untuk tidakan
yang kurang
| bermanfaat i :
Koperasi
kemiskinan Minimnya -potensi lembaga keuangan
dan tingkat | modal usaha tenaga kerja | mikro Kalurahan
pendapatan Jemahnya SDM | yang besar pelapha_n
masyarakat kewiraswastaan,
penduduk yang - ;
untuk pelatihan
Raa mengembanghka manajemen
n usaha pemasaran produk |
-bunga kredit unggulan
besar dan tidak -pelatihan  industn |
sesuai dengan kecil rumah tangga
pendapata -pelatihan
penduduk ketrampilan
sedikitnya
lembaga
kenangan vang
terdapat di
Kalurahan
Jkurangnyva
ketrammlan
tenaga kerja
_ | yang tersedia - I
Usaha
Masyarakat
Rendah Kurangnya Penduduk Pelatihan
pendapatan muodal terutama ketrampilan
keluarga Kurangnya ibu  rumah Penguatan
PR ketrampilan langga yang modal
. Kurangnya minim Pelatithan
pendaptan ibu sarana ketrampilan MaAnajemen
rumah tangga pendidikan
: i ketrampilan
Penanggulanga
n Bencana
-rawan bencana Sarana dan |- SDM vyang Pelatihan
prasarana belum siap kebencanaan
-munculnya pendukung Pembangunan/r
pandermi bencana ehabilitasi
belum sarana dan
-kesiapsiagaan memadai prasarana
kurang - Penyediaan
ANEEATAN

penanggulangan
bencana




BARE IV
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Kalurahan Kaligintung memiliki beragam potensi seperti yang telah dijabarkan
di bagian sebelumnya. Potensi Kalurahan yang ada tersebut memiliki damak
positif dan negative. Dampak positifnya, bila potensi tersebut dapat
dikembangkan dengan baik maka akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Dampak negatifnya, dapat mendatangkan budaya baru ketika dilakukan
pengolahan oleh pihak lain. Untuk menjawab persoalan itu diperlukan beberapa
langkah, antara lain:

A. Layanan Masyarakat
1. Pembangunan sarana prasarana kantor Kalurahan yang sesuai

dengan perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan bersama
masyarakat,

2. Penataan administrasi pertanahan yang terkena dampak
pembangunan.

3. Melaksanakan prioritas pembangunan berdasar pada potensi swadaya
masyarakat yang berbasis gotong royong.

4. Pembangunan sarana prasarana pertanian.

5. Pembangunan jalan-jalan yang berpotensi untuk lebih meningkatkan
ekonomi masyarakat.

6. Pembangunan wisata alam dan kuliner.

7. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau investor yang
berpotensi untuk bisa membuka lapangan kerja dan pemberdayaan

ckonomi masyarakat.

B. Pemberdayaan
1. Pengembangan potensi kelompok swadaya yang sudah ada dan
membentuk munculnya kelompok-kelompok baru yang berpotensi
dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
2. Menggali sejarah bersama untuk menentukan kapan lahirnya
Kalurahan Kaligintung yang bisa kita jadikan sebagai tonggak sejarah
dan pengembangan potensi budaya yang ada.
3. Penataan Makam Tahunan Kaligintung,.
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C. Perckonomian
Pembangunan Kalurahan dilaksanakan dengan melibatkan sebanyak-
banyaknya peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah secara
proporsional sebagai pelaku pembangunan. Dengan keterlibatan ketiga
pilar tersebut dapat menggerakkan perekonomian Kalurahan sehingga
petumbuhan ckonomi dan pemerataan distribusi pendapatan semakin
meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan svarat keberhasilan dan
mendukung pertumbuhan pembangunan sektor lainnya,
Kegiatan masyarakat Kalurahan Kaligintung yang menonjol sampai akhir
tahun 2008 adalah kegiatan dibidang pertamian, Pembangunan sarana
prasarana dan jasa,
Disamping itu adanya kios Kalurahan vang merupakan milik Pemerintah
Kalurahan mampu menghidupkan kegiatan sektor ckonomi dan menjadi
faktor penunjang meningkatnya kegiatan dibidang perckonomian.
Kegiatan sektor pertanian sampai saat ini masih mampu untuk
mencukupi kebutuhan masyarakat dalam hal kebutuhan hasil pertanmian
dan perdagangan. Sedangkan kegiatan dalam sektor industri rumah
tangga dilakukan dalam skala kecil. Berbagai kegiatan pelatihan dan
pembinaan terus dilakukan baik oleh pemerintah kalurahan, Kabupaten,
maupun Pemerintah Propinsi. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan masyarakat khususnya
usia kerja. Adanya Lembaga Keuangan Mikro ( LKM ) vang telah berjalan
di kalurahan Kaligintung diharapkan mampu mendukung setiap
kebutuhan masyarakat dalam hal permodalan.
Dengan demikian kedepan kebutuhan masyarakat akan permodalan yang
menjadi penyangea utama bagi pengusaha kecil dan menengah akan
dapat terpenuhi,
Rencana pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan-selatan oleh
pemerintah yang cepat atau lambat akan terealisir, harus disikapi secara
dini.
Masyarakat harus siap menerima perubahan disegala bidang baik fisik,
ekonomi, maupun sosial budaya. Perubahan tersebut akan membawa
dampak yvang cukup besar bagi masyvarakat kalurahan mulai dan dampak
positil sampai dampak negatif. Hal ini memerlukan berbagai upaya nyata
dalam rangka menyiapkan masyarakat baik sccara mental, spritual,
ketahanan ekonomi dil.



D. Penanggulangan Bencana
Mengingat wilayah Kaligintung yang rawan akan beberapa bencana

seperti Banjir dan tanah longsor, ditambah lag dengan adanya pandemi
Covid-19, program kerja diarahkan untuk pencegahan, penanggulangan
dampak bencana tersebut, serta menjamin jaring pengaman sosial bag

warga terdampak.
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BAE V
PENUTUP

Rencana Kera Pemerintah Kalurahan merupakan pedoman untuk
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, Dengan adanya
REKPDes diharapkan pelaksanaan penvelenggaraan pemerintahan Kalurahan
dan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga
lchih berdaya guna dan berhasil puna serta tepat wakiu dan sasaran.

Dari uraian Rencana Kerja Pemerintah tersebut diatas, baik di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayan masyarakat
dapat terwujud bila mendapat dukungan dan partisipasi aktil dari seluruh
komponen masyarakat.
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RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN [REP-KALURAHAN) KALIGINTUNG

TAHUN : 2024
RALLURAHAN HALIGINTUNG
BAPANEWON @  TEMON
KABUPATEN KULON PROGO
PROVING] DAERAH ISTIMEWA YOOY AKARTA
i Eiﬂj‘ﬂ. dan Sumber
Bidang/ Jends Keglatan Pembiayaan Pola Pelaksenean
alctu 5 |3 Rencana Pel
No an Lokasi Volume Sasarn/ Manfaat i a8 2 Keei ;
. . Pelaksanaan 48 . egiata
5 Jenia Kegiatan Jdih [Rp] Sumber -E X £
& - E
| & b L. i £ r q h i ] k i m n
g Bub Bidang Penyelenggaraan Belanfa penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
Penghasilan dan Tunjangan 4 9 ’ Panats Laks;
g Litrah, Panong Kalurshan Kallgintung 2B.204 .27 APRKal g Prrtast
Penyedisan Jaminen Sosial bagi - 20.816.400 ¥ Panata Laks:
Kepala Desa den Peranghkat Desa Kb Katigororg ' ' APHEKA] Sarra Pangri}
; . - " i Panata Laks:
Operestonal Pemerintah Desa Kalurahan Kaligintung 155.786.941 |, ooy Sarta
Tunjangan dan Operasional P Panata Laksi
BPKal Halurahan Kaligintung &h.526.000 APBKal W Sarta Pan
Sub Bidang SBarana dan Prasarens Pemerintahan Desa
Pembangunan Rehabilitasi / Peni
ngkatan gedung, prasarana Kalurahan Kaligintung 96,674 996 ¥ Panata Lukess
Eanior desa AFBKal Sarta Pangri|
(=}
Penjgadaan sarana (aset tetap) 19,000,000 v Panata Laks:
3 perkantoren, Pemerintahan Kalurahan Religiung T |APBKal Sarta Pangri]
g |Bub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Penyusunan/ Pemutakhiren e F Tim Palaksar
Profil Desa Kalurahan Raligintuing 13107 0K APBKal W Keglatan
Pengelolaan administrasl dan ) 5.500.000 " Tim_Fl:]uJ-ile -
keerslpan pemerintahan desa Faupenan katgomng B IAFBKaI Kegiatan
Bub Bldang Tata Prajs Pemerintahan, Peréncansan, Kevangan dan Pelaporan
Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Keglatan Kalarahan Kaligintung A.500.000 W Tim Pelalksar
DesafPembahasan APBDes APBE=] iatan
Penvelenggaraan Musyawarah . Tim Pelokaar
Desa Lai Kalurahan Kaligintung 8.450.000 APEK Kexintan
Penyusunan Doelamen F 731 .%590.000 W Tim Pelaksar
Perencanzan dan keuangan Desa Kab:rahan saligaiung ' ' APBKal Kepiatan




Bub Bidang Pertanahan

2 | Tim Pelmksar
Benifikasl Tanah Kas Desa Kalurahan H.ahg,mmng‘ Pengadaan Tanah Desa 1.189.729.1583 APBKa W Eiiktan
Jumlah Per Bidang 1 2,014.884.792
Bub Bidang Pendidikan
Pesyelenggaraan
PAUD TR /TPAS TRASTPQ  Medrasah | Knlurahan Kaligintung 29,375,600 W Tim Pelalesar
Mon-Formal Milik Dess APBEA] At
Penpembangan dan Pembinasn Klok iathi ;
pk jathilan, gedjok g 390,000 i Tim Pelakaar
Sanggar Seni dan Belagar Kalurahan Kaliginmng lesung, karawitan e, i Eoihtan
Bub Bidang Hesehatan
Tim Pelaksar
Petipwistiggnrann Pusyrndy Kalurahan Kaligintung 5 posyandy B7,896.300 |, par v il
Penyuluhan dan Priatihan Bideng i Pelaksas
Kosel [Ha!u:ah.m Kaligintung shg, penyuluban spal 18:226.000 |3 neree v W
Penyelenggatant Desa Siaga - - ‘ m Pelaksar
K oachatan Kalurahan Kaligintung KPM, Balita, Bumil 20.652.600 APBKal W i
Bub Bidang Kawssan Pemulkiman
IPemban Rehabilitasi | Peningle i
g oy :S.n::-:::n;:rmuldmm 4 Kalurahan Kaligintung! 160 m ED‘mi.rmu Girigondo 181, 168.000 APaal Eﬂmm'
[AFE =
Bub Bidang Pekerjaan Umum dan Penatean Ruang
PembangunanRehabilivasl  Pend Tim Pelaksar
ngkatan Pengerasan Jelan Desa | Kalurahan Kaligintung panceran-irukan 200,000,000 | APBD Kegiatan
Pembangunan/ Renhabilitast | Penl
ngkatan / Pengeragan Jalan : S . 45 217 400 |APBD Tim Pelaksar
L Permuki eng Kalurahan Kallgintung | 285x3x0.15 dukuhan Girigondo 145,217, Masiatnir
Pembangunan ) Rehabilitasl  Peningk Tim Pelakear
atan/Pengerasan Jalan Ussha Tani | Kalurehan Kaliginiung 200.000.000 ”
APEN ipaing
Pembangunan, Rehobilitasi! Peningk T Pedbing
atgn  Prasamon Jalan  Desal Kalorahan Kaligintung |38 m talud balong 04,137,600 Kegista
(Gorang2, selokan bex) APBKal "
Jumlal Per Bidang 3 P86.0463.500
- | | | |
Sub Bidang Hetenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masysrakat
Penguatan dan peningkatan
kapasitas tengm Kalurahan Kaligintang 2,082,400 ¥ Tim Pelaksan:
keamanan f ketertiban knlurahan [AFBKAI Eogiatan




Penvedinan Pos Kestapesagsnn
Bencana Skala Loksl Desa Kalurahan Kaligintung 6000 000 v Tim Pelaksans

g APHKa] Kegintan
Pelatihan kestapsiagean [ Tanggap

; bencana Skals Lokal Desa Kalurahan Kaligintung 5.260.000 W Tim Pelaksans

APBEal Kegiatan
Sub Bidang Kebudayian dan Heagamean :
Fembinaan Croup Kesenian dan Tim Pelaicsane
Pengiriman Kontingen Chemup
Kesenian dan Hebudayaan sebagad .

o ]'ih’-h'] Dess i tngkat Kecamatan|Kalurahan Kaligintung APBKal, : Tim Pelaksane
dan Kabupaten /Kota £.800,000 |APBD Kegiatan
Penyvelengearaan Festival Kesendan, APEEal,

Adat/Kebudeyaan, dan Keagamean| ya)yeshan Keligintung 22.960.500 | APAD v Tim Pelaksans
tngkat Desa {Dmenais] Regsatan

g Bub Bldang Kepemudaan dan Olah Raga
Pemidnaan Karang Tamuna/Klub : 3 BOG.DO0 ,.. Tim Pelaksans

g Kepemudaan/Kiub Olah raga AlTRERn Raligruns T |APEKS) Kegistan

Sub Bldang Kelombagonn Masyambat
Tim Pelaksarie
Pembisinan LEMD /LFM | LEMD Kalurahan Kaligintung |G, O, R0 APBKal W #ﬁ'[:k
: SR
Pembinaan PKK Kalurahan Kaligintung 5.830.000 | 4 pryc| : Kegiatan
Jumish Fer Bidang 3 &7.713,900
Bub Bidang Pertanlan dan Peternakan
Pengmetan  Eetahanan — Pangan o k Tarl iSeresn
E. - Tingkat Desa (Lumbung Desa, dilf | Kalurahan Kaligintung |1 unit E:u;w ' SO0 000, 00D W le;l';l:.lkuna
APEN Ll
Pemeliharan  Saluran  Irigas it T 200,000 |APORLNG | _ Tim Prinksans
Pembangunon /Rebhabilitas | Peningh

E mtan Seliuran trigasl| o1y rahan Kaligintung|108 m irigasl Stwates 74.754.400 v Tim Pelakeans

Tersier/ sederhana APBKal Kegiaten

Sub Bldang Dukungan Penanaman Modal
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Tim Pelinlcaans
{Pelatihan yang dilaksanskan oleh  (Halurshan Kaliginbang BUMDes Dine Karva 2500000 |APBKA] Kegixtioa
Diesaj

Bub Bidang Perdagangan dan Perindustrian




Pembentakan /Fosilitasl | Pelatihan
Pendampingan kelompok usaha
ekonomi produktif (pengrajin, Kalurahan Kaligintung 13,080,000 W
pedagang, industri rumeh tangga, Titn Pelaksann
i * APBEKal Kegi
Jumiah Per Bidang 4 G01.834,.400
Penenggulangan Bencana
Kalurahan Kaligintung| "0 = 35.039.200 v T T
; APBKal Kegiaian
Keadaan Mendesalk Kalurahan Kaligintung BLT B2 EOD.000 ¥ Tim Pelaksana
APBEal Keglatan
Jumiah per bidang 5 117835300
3.B0B.334. 792

Kallgintung, 11 September 2023

Disusun okeh:
Tim Penyusun RKF Ealurahan

(Dol Burmayanti, 5.1.F



KAPANEWON TEMON
KALURAHAN KALIGINTUNG

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
EBEADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALIGINTUNG
DAN

LURAH KEALIGINTUNG

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN EALURAHAN KALIGINTUNG

KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULONPROGO

NOMOR : 4 /KB/BPK/2023

NOMOR: 4 /KB/PK/2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KEALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Kamis, Tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Tiga bertempat di Balaa Kalurahan Haligintung dalam Rapat Panpurna Badan

Permusyawaratan Kalurahan Kaligintung, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon
Progo

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Kaligintung, Kapanewon Temon, Kabupaten
Kulon Progo tentang :

RENCANA KERJA PEMERINTAH KEALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
MEHJ.I"'I ﬂ]:

Peraturan Kalurahan Kaligintung Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo
tentang :

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024



Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani bersama oleh
Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kaligintung dan Lurah Kaligintung.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALIGINTUNG
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